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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat, perlu dilakukan pergeseran anggaran vang diusulkan oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan
Belanja Tidak Terduga (BTT);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026, dalam rangka kerjasama antara Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Pemerintah Daerah guna percepatan pembangunan
diwilayah yang sulit tejangkau, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

menganggarkan pada APBD untuk penvelenggaraan program TMMD
pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib
menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam
program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menyatakan dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi,
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia;
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e. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 menyatakan hasil alokasi anggaran
penyesuaian /optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program,
kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke dalam BTT yang
terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis

di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6962);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 1781);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bnegkalis Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5};

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2021 Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2021 Nomor 14).

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak terduga yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 31);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
Nomor 58);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2026.
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Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

a. Lampiran | tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

b. Lampiran II tentang Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Menurut
Urusan Pemenntah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2026, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [l yang merupakan bagian yvang tak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis
SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 27 rusayusm] on25
KEPALA BAGIAN UKUM BUPHT] EENGK ALTS.,
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KASMARNI

pada tanmil 23 PERRUART 2026
SEKRETARIS DAEiiﬁH KABUPATEN BENGEKALIS,
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ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 3
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Bagl Hagil Pajak kepada Pemanniah Kabupalen

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Lampiran Yia : Peraturan Kepala Daersh

MNomar - 03 Tahun 2028
Tanggel - 23 Februarl 2020

SIPD-RY - dioitak pada 2026-02-24 10:58:30

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM SESUDAH
e AN T ALARAT PRISREIA JUMLAH {Rp) JUMLAH (Rp) SELISIM (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG
Kab. Bengkalls, 23 Februar 2026
Bupall
ttd
KASMARNI
Hinlaman 1
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Bagi Hasll Pajak kepsda Pemanniah Kola

Lampiran Vib ; Peraturan Kepala Daerah
Nomaor : 03 Tahun 2028
Tanggal | 23 Fabrusd 2020
KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM SESUDAH
e WANA FEUEI. ALARAY PEIEREAA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIN (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG

SIPD-RI  dicatak pact 2026-02-24 110000

Kab, Bangkalls, 23 Fabruari 2026
Bupali
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KASMARNI
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Bag| Hasil Pajak kepada Pemenniah Desa

KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Lampiran Vic : Peraturen Kepala Daarah
Nomior : 03 Tahun 2026

Tanggal - 23 Febeusar 2026

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM BESUDA
NG NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SUMLAN (%) i [';” SELISIH (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Analisis Peroncanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Kalnpapali 16.187.500.000.00 16.187.500.000,00 0,00
2 Kelapapatl 1.443.245.172 60 1.443 245172 60 0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIAT!” 17.630.745.1T2.60 17.630.745.172,60 0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan
Keuangan dan Asst Desrsh 17.630,745.172,60 17.630,745.172,60 0,00

SIP0-R1 - dicesak pada 2020-02-24 100116

Kab. Bangkalis, 23 Februan 2026

Bupati
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KASMARNI

Hislarrime 1
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KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

LEmpeEEn Wi

FErEILIE PR LSarnn

Nomar @ 03 Tehun 2028

Tengga! : 23 Fabruan 2026

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUMN ANGGARAM 2026

JUMLAMH
| KODE REXKENING URAIAN - e
! iRp) Re)
1 3 3 . g Z
DATA LAPORAN XDS0NG
Kab. Bergiois, 23 Fabruar 2026
Bugsati
ttd
KASMARNI
ol aman 1
SR doalel pame JOEE-OT-04 0 1DE 8
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Lampiran VIl ; Peraturan Kepala Daerah
Nomaor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI/PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK , PENDAPATAN BELANJAN DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH
2 3
NIHIL NIHIL NIHIL

BUPATI BENGKALIS
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MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN BENGKALIS

Lamparan A

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

HEf@iuran Lapaa | iesetinh

Nomos | 03 Tatwn 2000

Tangaal © 23 Febrsan 2086

KODE REMENING

IRALAN

JUMLAKH

SEBELLUM
(Rej

R

SUMBER DAMNA

LOKAS]

DATA LAPFORAN KOEONG

CAO0-F  oedak Dt JUME-O-24 THETS?

Kati, Bengiadm, 23 Fatruan 2026

Bupati
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